BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian
dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan penambahan jenis pelayanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Selatan, serta diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam Retribusi
Golongan Jasa Usaha;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam
implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa
Usaha yang belum tercantum dan perlu disesuaikan dalam
Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya
Perubahan Kedua Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
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Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum  Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
LembaranNegara Republik  Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan  Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

PeraturanPresiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu
Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai
Selatan Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai
Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
S);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu
Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Nomor 2), diubah sebagai
berikut :

1. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni
huruf h.1 dan huruf h.2, serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8)
dan ayat(9) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang
digunakan dalam jangka waktu, jarak, volume dan harga satuan
pemakaian kekayaan Daerah berupa barang bergerak maupun tidak
bergerak yang terdiri dari :



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Gedung/Bangunan;
Lapangan;

Rumah Dinas;

a0 TP

Tanah;
Frame Reklame;
Peralatan mesin pertanian;
Kendaraan bermotor;
Alat-alat berat;

. Mobil tinja;

. Mobil toilet; dan
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N

i. Kekayaan Daerah lainnya.
Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka, tarif ditetapkan
sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang
merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. unsur biaya persatuan penyedia jasa; dan
b. unsur keuntungan yang dikehendaki penyatuan jasa.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya
rutin/periodik lainnya yang berkait langsung dengan penyediaan
jasa;

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan
biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan
lainnya yang berjangka menengah dan panjang , yang meliputi
angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan
penyusutan aset.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan
dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan dari modal.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penetapan tarif retribusi jasa usaha mobil tinja dan mobil toilet
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h.1 dan huruf h.2 meliputi :

a. Banyaknya bahan bakar yang digunakan;

b. Biaya perawatan dan pemeliharaan;

c. Jarak dan waktu pelayanan yang diberikan; dan

d. Tingkat kesulitan pelayanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah terdiri dari :
a. Jasa mobil,

b. Jasa pembiayaan ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) atau ke
tempat lain yang tidak menimbulkan pencemaran; dan

c. Jasa pelayanan.
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(9) Dalam hal pelayanan mobil tinja dan mobil toilet sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) yang digunakan bagi kegiatan Pemerintah
Daerah, maka pelayanannya tidak dipungut biaya retribusi.

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIlI, Lampiran IV, Lampiran V,
Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 26 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
M. IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (64/2016)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan
perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan
pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta
pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber
penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan
Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus
diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan
besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7



